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TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf 
Ara
b 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangka
n 
Tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d de 
ذ Zal ż zet (dengan titik diatas) 
ر Ra r er 
ز Zai z zet 
س Sin s es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
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ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 
م Mim m em 
ن Nun n en 
و Wau w we 
ه Ha h ha 
ء hamzah   apostrof 
ى Ya y ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir  maka ditulis dengan tanda  
    . 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
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 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan y  
  ai a dan i 
 َو fatḥah dan 
wau 
au a dan u 
 Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 َي… / َ ا 
…. 
Fatḥah dan alif atau 
y    
  a dan garis di 
atas 
ي kasrah dan y  Ī i dan garis di 
atas 
و ḍammah dan wau ū u dan garis di 
atas 
Contoh: 
ت ام : m ta 
ًمر : ram  
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ميق : qīla 
ت ىمي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭf l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-f ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭf l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : rabban  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
 Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
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Contoh: 
يهع : „Ali  bukan „Aliyy atau „Aly  
يبرع : „Arabī  bukan „Arabiyy atau „Araby  
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
 alif lam ma‟arifah . Dalam pedoman transliterasi ini  kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bil du 
7. Hamzah. 
 Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof   „   hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur‟an  dari al-Qur‟ n   Alhamdulillah  dan munaqasyah. Namun  bila 
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
 Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
 Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍ  ilaih  frasa nominal   ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
الله هيد    dīnull h  الله اب  bill h 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 
al-jal lah  ditransliterasi dengan huruf  t .contoh:  
 مهههنا ةمحر يف  hum fī raḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal 
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nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-
). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 
 Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī bi bakkata mub rakan 
 Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 Abū Naṣr al-Far bī 
 Al-Gaz lī 
 Al-Munqiż min al-Ḋal l 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu  anak dari  dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
 Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd  ditulis menjadi: Ibnu Rusyd  Abū al-
Walīd Muḥammad  bukan: Rusyd  Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
 Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd  ditulis menjadi: Abū Zaīd  Naṣr Ḥ mid  bukan: 
Zaīd  Naṣr Ḥ mid Abū  
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B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ nahū wa ta‟ l  
saw.  : ṣallall hu „alaihi wa sallam 
a.s.  : „alaihi al-sal m 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama   :  Dwi Yunita 
NIM  :  10400112020 
Judul         : Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik pada Website  
ditinjau Dalam Aspek Hukum Islam  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui hakikat perjanjian 
jual beli melalui media elektronik, 2) untuk mengetahui dampak positif dan 
negative dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik , dan 3) untuk 
mengetahui pandangan 4 Imam Mazhab dan pandangan hukum Islam terhadap 
adanya perjanjian jual beli media elektronik. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan 
pendekatan multidisipliner  yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syar‟i. 
Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, 
selanjutnya pengumpulan data yang digunakan bersumber dari buku yang 
memiliki relevansi dengan sumber yang dibahas, kemudian pendapat para pakar 
hukum, pendapat para Fuqaha (ahli hukum Islam) . Penelitian kepustakaan 
dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, yang berhubungan dengan 
penulisan skripsi ini. 
Setelah mengadakan pembahasan tentang perjanjian jual beli media 
elektronik pada website hasil penelitian penunjukkan bahwa dalam pelaksaan jual 
beli media elektronik  pada website atau via online sama halnya dengan transaksi 
jual beli yang biasa dilakukan di dunia nyata dan dilakukan oleh para pihak yang 
terkait, walaupun dalam jual beli via online ini para pihak tidak bertemu secara 
langsung satu sama lain hanya melalui internet. Ijab qabulnya dilakukan dengan 
cara via sms yang mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pandangan 
hukum Islam tentang bisnis online atau website menunjukkan bahwa berkembang 
pesat saat ini. Website merupakan suatu sistem yang dibangun dengan tujuan 
untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan 
teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk atau service 
dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingg harga 
dari produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa 
mengurangi kualitas yang ada Proses pelaksanan website (e-commerce) telah 
berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi IT.   
Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. 
Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu 
rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan 
perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah 
terpancar daripadanya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh perjalanan panjang yang 
tidak biasa dilepaskan dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang lazim 
dijalankan oleh Rasulullah swt, sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib. Mereka 
berdagang ke berbagai pelosok jazirah arab, kemudian berlanjut dengan melakukan 
hubungan kerja sama antara Nabi saw dengan sitti Khadijah, baik sebelum maupun 
sesudah menikahinya. Sejarah telah mencatat bahwa modal dasar perdagangan yang 
dijalankan Nabi saw adalah kejujuran (al-shiddiuq) dan kepercayaan (amanah), 
sehingga rasa simpati konsumen kepadanya semakin meningkat. 
1
 
Dalam hukum  Islam  terdapat beberapa kaidah penafsiran hukum, termasuk 
kaidah penafsiran akad, yang harus dipedomani dalam menafsirkan akad yang 
dirumuskan oleh para pihak. Akad yang ijab dan kabulnya disampaikan ucapan, 
tulisan, utusan, semuanya adalah perjanjian yang tercipta dengan perantaraan kata. 
Perjanjian melalui kata-kata inilah yang merupakan bagian terbesar dari  perjanjian. 
Kontrak-kontrak besar lazimnya, terutama di zaman modern, dibuat secara tertulis. 
Perjanjian yang tidak menggunakan kata adalah yang disampaikan dengan isyarat, 
secara diam-diam, atau diam semata. Ini merupakan bagian kecil dari perjanjian dan 
melibatkan perjanjian berskala kecil. Penafsiran perjanjian adalah upaya  menentukan 
apa yang menjadi maksud bersama para pihak. Hal ini karena perjanjian itu tidak lain 
dari kesepakatan para pihak yang berangkutan, bukan kehendak salah satu pihak yang 
tidak bertemu dengan kehendak pihak lain. Ini sejalan dengan penegasan dalam 
                                                          
1
 Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, (cet:1 Alauddin University Press,2012), h.1 
2 
 
kaidah hukum Islam yang berbunyi,” pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para 
pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan diatas mereka melalui 
janji.” Akad, dalam hukum Islam, adalah pertemuan ijab dan kabul yang merupakan 
pernyataan eksternal kehendak batin para pihak. Sedangkan dalam Kata Arab, 
perjanjian adalah al-aqad, yang secara harfiah berarti kewajiban yang dimaksudkan 
oleh kata ini adalah “mengadakan ikatan untuk persetujuan”.2  
Kata „uqud yang digunakan di dalam al-Quran sangat berarti dan 
komperehensif. Salah satu term yang dikemukakan dalam al-Quran adalah al-baiy 
yang direlevankan dengan jual beli. Al-baiy tampaknya sebagai kegiatan transaksi, 
tidak hanya dipandang oleh al-Quran sebagai kegiatan ekonomi semata, Tetapi syarat 
dengan dimensi lain berbeda dengan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. 
Keberadaan jual beli atau al-baiy, tidak hanya terbatas pada perbedaan motivasi 
dengan transaksi ekonomi, tetapi juga ditemukan petunjuk mengenai perbedaan 
mendasar dalam hal perbandingan jual beli dengan ribawi. Hal ini penting dalam 
rangka menunjukkan keistimewaan jual beli. Demikian juga hakekat jual beli 
merupakan hal sangat mendasar yang tidak luput pula dari petunjuk al-Quran.
3
  
Ijab dan kabul dalam bentuk tulisan dan media lainnya mempunyai kekuatan 
hukum yang sama dengan ijab dan kabul melalui lisan. Hal ini berarti, bahwa hukum 
fikih Islam (terutama muamalah), bisa saja berkembang sesuai dengan  tuntutan 
zaman, asal tidak ada unsur merugikan salah satu  pihak yang mengadakan transaksi. 
Adapun syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut: 
                                                          
2 
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),h 
302. 
3
 M. Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 
2003), h.104-105. 
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a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan 
kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.  
b. Dapat dimanfaatkan bagi manusia. 
c. Milik seseorang. Barang yang bersifanya belum dimiliki seseorang, tidak boleh 
diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, 
karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. Dapat diserahkan pada saat akad 
berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad 
berlangsung.
4
 Salah satu keuntungan menggunakan internet adalah dapat 
digunakan sebagai media perdagangan.  Keuntungan ini mendapat rspon positif 
dari masyarakat dan pelaku bisnis online khsusnya untuk bertransaksi jual beli via 
internet atau online. Bertransaksi online ini diangga praktis, cepat dan mudah. 
Selain itu juga dapat meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan dalam 
meraih keuntungan. 
Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah e-
commerse. Sistem jual beli online seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen 
dalam melakukan tranaksi jual beli. Proses transaksi online ada dasarnya tidak jauh 
berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online 
menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak Elektonik. Kontrak Elektronik 
ini adalah  perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik.
5
  
Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi kehidupan masyarakat 
global, yang salah satu wujudnya adalah internet. Internet  pada mulanya hanya 
                                                          
4
 Abdul Rahman, Fiqh  Muamalah. ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996) , h.16. 
5
 Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Nomor Tahun 2008 tentang 
informasi dan transaksi Elektronik Pasal 1.  
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dikembangkan untuk kepentingan militer, riset dan pendidikan terus berkembang 
memasuki seluruh aspek kehidupan untuk manusia. Internet saat ini telah membentuk 
masyarakat yang tak lagi dihalangi oleh batas-batas territorial antara Negara yang 
dahulu ditetapkan sangat rigid sekali.
6
 
Mengenai transaksi E-Commerce yakni dikarenakan para pihak tidak 
bertemu secara fisik, sehingga kesepakaan antar kedua belah pihak dilakukan secara 
elektronik. Akibatnya prinsip hukum yang berlaku dalam dunia nyata, seperti waktu 
dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu transaksi dinyatakan berlaku 
menjadi sulit ditentukan. Semakin canggih teknologi informasi ternyata cukup 
berpengaruh terhadap gaya belanja masyarakat, salah satunya adalah belanja via toko 
online.  
Melalui media sosial maupun sius-situs belanja online, kebutuhan sehari-hari 
akan cepat terpenuhi tanpa mencarinya langsung dipasaran, cukup dengan memesan 
barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, kemudian melakukan 
pembayaran transfer melalui rekening, maka proses belanja akan menjadi lebih 
mudah. Namun demikian, bertransaksi secara online ini memiliki kendala terutama 
dalam hal kepercayaan dari pembeli. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tingkat 
penipuan secara online cukup tinggi, ditambah fakta bahwa Indonesia adalah negara 
dengan tingkat cybercream yang sangat tinggi.
7
 
 
 
 
                                                          
6
  Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam,h.10  
7
 Lihat Ade Maman Suherman, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global  (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2005), h. 190 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok 
masalah adalah Bagaimana perjanjian jual beli melalui media elektronik pada website 
ditinjau dari aspek hukum Islam. Kemudian pokok masalah dibagi menjadi beberapa 
sub masalah yaitu; 
1. Bagaimana hakekat perjanjian jual beli melalui media elektronik? 
2. Bagaimana dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dalam perjanjian 
jual beli melalui media elektronik pada website? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adanya perjanjian jual beli 
melalui media elektronik dalam website? 
C. Pengertian judul 
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variabel-variabel yang 
diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun judul dalam penelitian 
ini adalah “ Bagaimana perjanjian jual beli melalui media elektronik pada website 
ditinjau dari aspek hukum Islam. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman 
dalam mendefenisikan dan memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan 
beberapa pengertian variabel yang telah dikemukakan dalam penulisan judul. 
Adapuan variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:  
       Perjanjian adalah memenuhi kesepakatan, kecakapan, dan hal tertentu.
8
 
       Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu 
yang lain). 
9
 
       Media adalah alat (sarana) komunikasi. 
10
  
                                                          
8
 R. Soeroso,  Perjanjian dibawah Tangan (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 12. 
9
 Gunawan Widjaja Kartini Muljadi,  Jual Beli ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), 
h.7 
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Elektronik adalah hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk 
atau bekerja atas dasar elektronik.
11
 
Website adalah sistem untuk mengakses dan mengunduh dokumen hipertaut 
yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan melalui internet atau jaringan. 
12
 
Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam 
yang biasa disepadangkan dengan istilah “syariat” dan “fiqih”. 13   
D. Kajian Pustaka 
Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan 
dengan skripsi ini, maka penulis akan mengambil beberapa buku yang menjadi 
rujukan utama sebagai bahan perbandingan. 
Terhadap perjanjian jual beli melalui media elektronik pada website ditinjau 
dari aspek hukum islam. Dari sekian buku tersebut, penulis belum mendapatkan satu 
karya yang membahas secara khusus mengenai perjanjian jual beli melalui media 
elektronik. 
 
 
                                                                                                                                                                     
10
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; 
Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2008), h. 156. 
11
Soemarno Partodihardjo, Tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik Jjakarta PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2009),h. 12 
 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; 
Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2008), h. 1560. 
13
 Asni, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Epitemologis Kedudukan 
Perempuan Dalam Hukum Keluarg, (Cet.1; Jakarta:  Kementrian Agama Republik Indonesia, 
2012), h. 38. 
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  M. Ali Hasan, dimana buku ini membahas tentang berbagai macam transaksi 
dalam hukum Iislam dan sebagai contoh dalam dunia dagang dan usaha semua orang 
ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang 
berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. 
Gunawan Widjaja Kartini Muljadi, dalam buku ini membahas tentang hukum 
perikatan (perjanjian)jual beli dimana suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau 
atas beban, suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjiann  dengan 
mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa 
menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. 
Thamrin Abdullah, di dalam buku ini penulis membahas manajemen 
pemasaran, pemasaran lebih dari satu pendapat dari satu perusahaan. Pemasaran suatu 
proses yang teratur dan jelas untuk memikirkan dan merancang pasar. Proses ini 
dinilai dari riset pasar, untuk mengetahui dinamikanya, mengidentifikasi peluang, 
menemukan orang atau kelompok orang dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi atau 
minat terhadap suatu produk atau jasa. 
 Dengan demikian berdasarkan kajian pustaka diatas, tidak ditemukan 
persamaan judul antara, perjanjian jual beli media elektronik pada website ditinjau 
dalam aspek hukum Islam juga tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa dengan 
masalah yang diangkat dalam penelitian ini.  
E. Metode Penelitian 
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, 
maka dalam menelaah atau menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam 
skripsi  maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut:  
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1. Jenis penelitian  
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriftif. 
Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku 
perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian 
yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam 
literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriftif 
adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau 
menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.
14
  
Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah 
yang pada dasarnya bertumpu pada penelaan kritis dan mendalam terhadap bahan-
bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan 
mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan 
dengan cara baru dan untuk keperluan baru. 
Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 
perjanjian jual beli media elektronik tentang informasi dan transaksi elektronik 
dengan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakan, seperti buku, majalah, 
dokumen,catatan dan lainnya. 
2. Metode pendekatan  
Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang perjanjian jual 
beli media elektronik berdasarkan hukum Islam tentang informasi dan transaksi 
elektronik. Maka penelitian menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut;  
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Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2007), h. 40. 
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a.   Pendekatan yuridis 
Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan 
beberapa data yang memuat tinjauan hukum, terutama dalam Hukum Islam. 
b. Pendekatan syari‟i 
Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (syari‟i), yakni menjelaskan 
hukum yang berhubungan dengan hukum Islam serta pendekatan yang 
dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat al-Qur‟an yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
3. Sumber data   
Jenis data yang ditelusuri adalah selain bersumber dari data tertulis, dan 
penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian 
perpustakaan (lybrary research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-
data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh 
dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik 
yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder. 
a. Sumber primer 
            Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang 
langsung memberikan data atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti, yang sesuai 
dengan konsep dan teori perjanjian jual beli. 
b.  Sumber sekunder      
Data sekunder adalah bahan pustaka yang merujuk dari sumber primer. 
Sumber yang tidak langsung memberikan kepada pengumpulan data, 
10 
 
misalnya melalui orang lain atau pun dokumen atau data yang dikumpulkan 
oleh orang lain.
15
 
4. Metode Pengumpulan data 
        Dalam metode pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu: 
Adapun tehnik pengolahan data yang akan digunakan yaitu: 
a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara 
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah. Misalnya dalam bukun 
Perjanjian jual beli melalui media elektronik pada Website. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara 
memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru. Misalnya, apakah jual 
beli melalui media elektronik masih efektif diterapkan dalam perdangan 
online. 
5. Metode pengelolahan data dan analisis   
Metode pengelolahan data teknik yang akan digunakan yaitu 
1) Metode Komparatif yaitu, digunaka untuk membandingkan beberapa data dan 
memberikan gambaran secara jelas, sistematis, objektif serta kritis yang 
dijelaskan dalam hukum islam mengenai fakta-fakta tentang permasalahan 
yang dibahas. 
2) Metode Induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang 
bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya, 
dalam sistem jual beli online sangat memudahkan konsumen dalam 
melakukan transaksi jual beli. 
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  Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta:CV. Rajawali, 1983), h. 93 
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3 Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang 
bersifat umum lalu menarik kesimpulan.misalnya, dalam transaksi jual beli 
online para pihak tidak bertemu secara fisik, sehingga kesepakatan antara 
kedua belah pihak dilakukan secara elektronik.akibat hukumnya dalam dunia 
nyata,seperti waktu dan tempat terjadinya transaksi, serta kapan suatu 
transaksi dinyatakan berlaku menjadi sulit ditemukan. 
f. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Adapun tujuan penelitan ini adalah: 
a. Untuk mengetahui hakekat perjanjian jual beli melalui media 
elektronik 
b. Untuk mengetahui dampak positif dan negative dalam perjanjian jual 
beli melalui media elektronik. 
c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap adanya 
perjanjian jual beli melalui media elektronik.  
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  
a. Kegunaan ilmiah 
Secara ilmiah konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya, dan ilmu Islam pada khususnya. Sehingga dapat memberikan 
dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai 
permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam, mengenai 
Perjanjian Jual Beli Media Elektronik.  
b. Kegunaan Praktis 
1. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang perjanjian 
jual beli media elektronik 
12 
 
2. Dapat mengetahui dampak positif dan negative dalam perjanjian 
jual beli melalui media elektronik. 
3. Dapat mengetahui pandangan hukum islam tentang perjanjian jual 
beli melalui media elektronik. 
c. Sistematika Pembahasan 
Secara umum, kajian dalam penelitian ini di bagi dalam tiga bagian utama, 
yakni pendahuluan, pembahasan atau isi dan penutup.
16
Penelitian ini memuat lima 
bab, termasuk pendahuluan dan penutup, yang masing-masing bab saling terkait. 
Untuk mencapai pembahasan yang sistematis dan mudah di pahami, maka dalam 
penulisan penelitian ini akan disusun sebagai berikut: 
BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, pengertian judul, kajian pustaka, metodologi penelitian, tujuan dan 
kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. 
BAB II berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian jual beli , yang 
meliputi: Pengertian Jual Beli, Hukum Bai’ dan Dalilnya,Rukun dan ssyarat sahnya 
Jual beli,macam-Macam jual Beli. 
BAB III Tinjauan Umum Terhadap jual beli media Elektronik, Pelaksanaan 
Jual beli media elektronik pada Website, Ijab Qabul jual beli dalam media Elektronik 
pada Website, Dampak jual beli media Elektronik. 
BAB IV Studi Perbandingan Hukum Islam terhadap Perjanjial Jual Beli media 
Elektronik Melalui website. Yang terdiri : kritis Islam terhadap jual beli media 
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 Pilihan ini berdasarkan pada ketentuan Fakultas yang terdapat dalam buku panduan 
mengenai penulisan proposal dan skripsi. Lihat Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi (Makassar: 
Fakultas Syari‟ah UIN Alauddin, 2013) h. 1-18. 
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Elektronik (E-commerce), Pandangan Hukum Islam terhadap perjanjian jual beli 
media Elekronik (E-commerce). 
Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang ada 
sebelumnya, terutama menjawab pokok- pokok masalah yang telah dirumuskan. 
Selain itu, sub ini juga menuai implikasi dari hasil penelitian peneliti. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI 
A. Pengertian Jual Beli 
Jual dan beli sudah di kenal semenjak jaman kenabian, demikian halnya 
kebanyakan dari para istri-istri Nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya Siti 
khodijah, istri Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang yang sukses. Adapun 
jual beli atau muamalat di dalam Islam, ada syari'at atau aturan-aturan yang harus di 
penuhi dan di jalankan oleh pelaku dagang maupun pembeli. 
Jaman dahulu, ketika orang membutuhkan sesuatu/barang maka mereka harus 
menukarnya dengan barang (barter), terus berkembang dengan memakai uang untuk 
membeli barang tersebut. Sekarang, dengan seiringnya waktu yang terus berjalan dan 
ilmu teknologi yang semakin canggih, maka di kenallah jual beli dengan cara online 
dan kedepan apapun modelnya bentuk jual beli, menurut Islam boleh dan halal 
selama memenuhi aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam syari'at islam. 
Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai’, al-Tijarah dan al-
Mubadalah, sebagaimana Allah SWT.
1
 
   
  
 
“mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,”2 
Menafsirkan ayat;  
 Kata tijarah atau perdagangan digunakan Al-Quran antara lain sebagai 
ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Memang Al-Quran dalam 
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 Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.67 
2
 Lihat Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 571 
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Mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam 
segala aspek sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis; 
seperti perdagangan , jual beli, kredit dan sebagainya. 
 Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalahMenukar 
barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik 
dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Suatu perjanjian tukar-
menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua 
belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya 
sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟dan disepakati. 
Allah berfirman dalam QS Al-Nisa‟/4: 29 
 
  
   
  
    
     
    
    
   
 
Terjemahan;   
Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. 
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Berdasarkan ayat tersebut, yang menjadi kriteria suatu transaksi yang sah 
adalah adanya unsur suka sama suka (ضارت نء) . secara garis besar, bentuk-bentuk 
transaksi dalam muamalah Islam terbagi dua, yaitu: (1) terjadi dengan sendirinya 
(ij`bari), dan (2) perallihan secara ikhtiyari (terjadi atas kehendak salah satu atau dua 
belah pihak).
3
 
Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-
persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, 
maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan 
kehendak syara‟. Dan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian 
barang atau uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-
benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunannya menurut syara‟, benda itu 
adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta 
yang di perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupai (qimi) dan yang lain-
lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara‟. 
Adapun benda-benda seperti alkohol, babi dan barang terlarang lainnya 
adalah haram diperjualbelikan, maka jual beli tersebut dianggap fasid. 
 Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang 
bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah 
suat perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, 
perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenimatan, perikatan 
adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak 
menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan 
sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat 
                                                          
3
  Lihat Hasan Saleh Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Pt RajaGrafindo 
Persada,2008), h. 380 
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(berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan 
hasilnya.  
Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan 
kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya 
bukan emas danbukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak 
ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli 
maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui 
terlebih dahulu.
4
 
Akad jual beli berarti melepaskan obyek tertentu yang memiliki nilai ilegal 
bagi sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan juga 
meliputi tukar-menukar satu barang dengan barang lain yang nilainya sepadan 
walaupun ada sejumlah batasan-batasan dalam hal ini. Harga dapat dibayarkan 
langsung pada saat penyerahan barang yang dijual, atau setelah penyerahan barang 
yang dibeli itu dilakukan atau barang-barang dapat diserahkan langsung dan harga 
dapat dibayarkan kemudian. Boleh jadi pembayaran hargabegitu juga penyerahan 
barang dilakukan secara langsung.
5
 
 Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah :” 
Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang 
dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dari definisi yang dikemukakan 
di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara : 
                                                          
4
 Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h.68-70 
5
 Lihat Rahman I Doi, Syariat Hukum Islam (Muamalah), ( Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 1996), h. 21 
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1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. 
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang 
diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.
6
 
 
B. Hukum Bai‟ dan Dalilnya 
 Hukum bai(jual beli) itu mubah, tetapi kadang menjadi wajib, yaitu ketika 
dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman. Misalnya, seseorang 
wajib membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan 
kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa di 
saat darurat. 
 Terkadang jual beli itu hukumnya mandub (sunnah), seperti seseorang 
bersumpah akan menjual barang yang tidak membayakan bila dijual. Dalam keadaan 
demikian dia disunnahkan melaksanakan sumpahnya. Kadang-kadang bai’ hukumnya 
makruh, seperti menjual barang yang dimakruhkan menjuaalnya. Terkadang jual beli 
hukumnya haram, seperti menjual barang yang haram dijual. 
 Hukumnya jual beli yang mubah itu sudah diketahui dengan jelas dalam 
agama (Islam). Dalil-dalil tentang jual beli itu banyak sekali, dari Al-Quran maupun 
As-Sunnah. 
  Allah Swt  Berfirman dalam Q.S. Al-Baqara /): 275 
  
   
    
                                                          
6
 Lihat Chairuman Pasaribu dkk, Hukum Perjanjian dalam Iislam (Jakarta: Sinar Grafika, 
1994), h.33 
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  
    
   
  
   
   
   
   
   
    
    
  
    
   
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya. 
 Jual beli yang mabrur ialah jual beli yang dilakukan oleh seseorang untuk 
berbuat baik; tidak menipu, tidak khianat dan tidak durhaka kepada Allah swt.
7
 
 
 
                                                          
7
 Lihat Minhajudin, Hikmah dan Filsafat Fikih Mu’amalah Dalam Islam, 
(Makassar:Alauddin university Press, 2011),h. 105-106 
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C. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli     
Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang 
mempunyai konskuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak 
penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini 
haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. 
1. Rukun Jual beli 
Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari: 
a.  adanya pihak penjual dan pihak pembeli 
b. Adanya uang dan benda 
c. Adanya lafaz.   
Dalam suatu perjanjian jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai 
kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebuttidak dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. 
2. Syarat sahnya jual beli. 
  Agar suatu jual beli yang dilakukanoleh pihak penjual dan pihak 
pembeli sah, haruslah dipenuh syarat-syrat yaitu: 
1. Tentang subyeknya. 
2. Tentang obyeknya. 
3. Tentang Lafaz. 
1. Tentang subyeknya 
Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah , 
a. Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. 
b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) 
c. Keduanya tidak mubazir 
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d. Balig. 
Adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat membedakan atau 
memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal 
maka jual beli yang diadakan tidak sah 
 Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan 
suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut 
melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi 
disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar 
“kehendaknya sendiri” adalah tidak sah. 
 Adapunyang menjadi dasar bahwa jual beli itu harus dilakukan atas dasar 
kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat ketentuan  
Allah berfirman dalam QS.An-Nisa‟/ 4: 29 
  
   
  
    
     
    
    
   
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
(jual beli) yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.   
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 Perkataan “suka sama suka”dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa 
jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari 
unsur tekanan/paksaan dan tipu daya. 
` Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam 
perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros mubazir, sebab orang yang 
boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, 
maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun 
kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. 
 Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah 
pengampuan/perwalian. Yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya 
adalah pengampunnya/ walinya. 
 Persyaratan selanjutnya tentang subjek/ orang yang melakukan perbuatan 
hukum jual beli ini adalah “baligh” atau  dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah 
apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid 
(bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah 
tidak sah. Namun demikian anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang 
baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 
tahun belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian Ulama bahwa anak 
tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk 
barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. 
2. Tentang Obyeknya 
 Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi 
sebab terjadinya perjanjian jual beli. 
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 Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah  memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut; 
1. Bersih barangnya 
2. Dapat dimanfaatkan 
3. Milik orang yang melakukan akad 
4. Mampu menyerahkan 
5. Mengetahui 
Barang yang diadakan ada di tangan (dikuasa)
8
. Penulis lebih cenderung 
kepada pendapat ini, sebab andainya anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan 
perbuatan hukum (sepertti jual beli barang kecil dan tidak bernilai tinggi) seperti yang 
lazim di tengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi 
masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa hukum Islam (Syari‟at Islam) tidak 
membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaaran bagi 
pemeluknya.  
 
D. Hukum dan Sifat Jual Beli   
Jumhur Ulama sepakat membgi jual beli menjadi dua macam yaitu; 
1. Jual beli yang dikategorikan sah (sahih) adalah jual beli yang memenuhi ketenuan 
syara‟, baik rukun maupun syaratnya. 
2. Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun 
sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur 
ulama, rusak san batal memiliki arti yang sama.      
                                                          
8
 Lihat Chairuman Pasaribu dkk, Hukum Perjanjian dalam Islam,h. 34-37 
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Adapun Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jaul beli menjadi sah, batal, dan 
rusak yaitu; 
1. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu 
yang diperjual-belikan menjadi milik yang melakukan akad. 
2. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak 
sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang 
dilakukan oleh orang gila dan anak kecil. 
3. Jual beli adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalny, tetapi 
tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang 
yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. 
Jual beli yang terlarang berkenaan dengan jual beli yang dilarang, dalam hal ini dapat 
dikategorikan ke dalam empat bentuk, yaitu terlarang karena pihak yang berakad, 
terlarang karena shigat akad, terlarang karena barangnya (ma’qud ‘alaih) dan 
terlarang karena syara‟. 
1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad), jumhur ulama sepakat mengenai jual beli 
dikatakan  sah jika dilakukan oleh orang yang baligh,berakal, dan cakap bertindk 
hukum.  Adapun kategori jual beli tidak sah, yaitu; 
a. Jual beli orang gila. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. 
Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabok,sakalor, dan lain-lain. 
b. Jual beli anak kecil. Ulama fih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belim mumayyiz) 
dipandangan tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepeleh. 
Menurut ulama Syafi‟yah jual beli anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah 
sebab tidak ada ahliah. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah an Hanabilah, 
jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain 
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beralasan, salah satucara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan 
keleluasaan untuk jual beli, juga pengamalan atas firman Allah SWT.: (Q.S. An-
nisaa‟ /4 : 6) 
  
   
   
  
  
   
  
    
   
    
  
   
  
  
    
   
 
 
Terjemahannya: 
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), mka serahkanlah kepada mereka hartanya).”  
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a. Jual beli orang but. Jual beli orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika 
barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkn sifat-sifatnya). 
b. Jual beli terpaksa. Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti 
jual belifudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (mauquf). 
c. Jual beli fudhul.  Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizin  
pemiliknya. 
d. Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang di sini adalah  terhalang karena 
kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. 
e. Jual beli malja‟. Jual beli malja‟ adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, 
yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama 
Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah. 
2. Terhalang sebab shighat   
Ulama fiqh telah sepakat tas sahnya jual beli yang didasarkan pada 
keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian  di antara ijab dan 
qabul; berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. 
Jual beli tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. 
Beberapa jual-beli yang dipndang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama 
adalah sebagai berikut  : 
a. Jual-beli mu’athahja  
Jual beli mu’athah adalah jual beli yang udah disepakati oleh pihak akad, berkenaan 
dengan barang maupun hargany, tetapi tidak memakai ijab-qabul.  
b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan  
Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat 
berakad adalah sampainya surat atau utusan dari „aqd pertama kepada ‘aqid kedua. 
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Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang ttidak sah, sepeti surat tidak 
sampai ke tangan yang dimaksud. 
c. Jual beli dengan Isyarat atau Tulisan 
Kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama 
dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga, menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid’. 
Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca),akad 
tidak sah.  
d. Jual beli brarang yang tidak ada di tempat akad. 
Ulama fiqh sepakat bahwa jual bel atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak 
sah sebab tidak memenui syarat in’aqad (terjadi akad) 
e. Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul 
Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, 
seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan 
ulama Syafi‟iyah menganggapnya tidak sah.  
f. Jual beli Munjiz 
Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada 
waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan 
batal menurut jumhur ulama. 
3. Terlarang sebab ma’qud’Alaih (barang jualan) 
       Secara umum ma’uqud ‘Alaihi adalah harta yang dijadikan alat pertukaran, oleh 
akad, yag bisa disebut mabi’ (barang jualan dan harga). 
Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma’qud’alaih adalah 
barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh 
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orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada 
larangan dari syara‟. 
 Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh bagian ulama, tetapi 
diperselisihan oleh ulama lainnya di antaranya berikut ini:  
a. Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. 
b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. 
c. Jual beli gharar, yaitu jual beli brang yang mengandung kesamaran. 
d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis 
e. Jual beli air 
f. Jual beli barang yag tidak jelas (majhul) 
g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilhat. 
h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang. 
i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.9 
4. Terlarang Sebab Syara‟    
Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan 
rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara pala 
ulama, diantarannya sebagai berikut; 
a. Jual beli riba 
Riba Masiah dan riba fadhl adalah fasih menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal 
menurut jmhur ulama. 
b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan 
Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas lainnya, 
sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash  yang jelas dari hadis 
                                                          
9
 Intan Chyani Fiqh Muamalah, (cet, 1; Makassar:Alauddin University Press, 2013), h. 57-64 
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Bukhari dan muslim baha Rasulullah SAW. Mengharmkan jual beli khamar, bangkai, 
anjing, dan patung. 
c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang.   
Jual beli mencegat pedagang dalam peerjalanannya menuju tempat yang dituju 
sehingga orang yang mencegatnya akan, mendapatkan keuntungan. 
d. Jual beli waktu azan Jumat.   
Laki-laki yang yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat. Menurut ulama 
Hanafiyah pada waktu azan pertama sedangkan menurut jumhur ulama lainnya, azan 
ketika khatib  sudah berada di mimbar 
e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. 
 Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi‟yah zahirnya sahih, tetapi makruh, sedaangkan 
menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.  
f. Jual beli induk tanpa anakny yang masih kecil. 
Hukumnya  dilarang sampai anaknya besar dan dapat maandiri. 
g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. 
Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih daalam khiyar, 
kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan 
membelinya dengan harga lebih tinggi.
10
 
h. Jual beli memakai syarat 
Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, begitu pula menurut ulama 
Malikiyah memperbolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulam Syafi‟yah dibolehkan 
jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan 
                                                          
10
  Intan cahyani,Fiqh Muamalah, h.65  
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menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu 
yang akad. 
11
 
E. Macam-macam Jual Beli 
Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual 
beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, 
dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. 
 Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan 
pendapat Imam Taqiuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:  
a. Jual beli benda yang kelihatan 
b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji 
c. Jual beli benda yang tidak ada.12 
Jual beli benda yang kelihatan ialah pada saat waktu melakukan akad jual beli 
benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini 
lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan oleh 
dilakukan. 
 Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjajian ialah jual beli salam 
(pemesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang 
tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu 
yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian Sesuatu yang 
penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan 
harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat 
dilihat ialah, jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu 
atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau 
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 Intan Chyani Fiqh Muamalah, h. 65. 
12
  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 76 
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barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. 
Sedangkan merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak 
diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad syarbii Khatid, bahwa 
penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah 
adalah batal, sebab hal tersebut adalah perbuatan dhoror. 
 Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi tiga bagian dengan 
lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan 
lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti 
dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak, 
yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan 
pembicaraan dan pernyataan. 
13
 
 Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-
menyurat, jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab Kabul dengan ucapan, 
misalnya via pos dan giro, jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak 
berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini 
dibolehkan menurut syara, dalam pemahaman sebagai ulama, bentuk ini hampir sama 
dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli 
saling berhadapan dalam satu majelis akad.
14
. Menurut pendapat Imam Ja‟far Shadiq 
macam-macam jual beli diantaranya, yaitu ; 
1. Jual beli fudhuli, yaitu jual beli yang ijab atau kabulnya dilakukan oleh bukan orang 
yang berkepentingan langsung, dan bukan pula oleh wakilnya. 
2. Jual beli nasi’ah, yaitu barang yang diperjualbelikan diserahkan saat itu juga, 
sedangkan harganya diserahkan belakangan. 
                                                          
13
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h.77 
14
 Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,h.75-77 
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3. Jual beli salam yaitu kebalikan dari nasi’ah, yaitu harganya diserahkan saat itu 
juga,sementara barangnya belakangan. 
4. Jual beli ash-sharf khusus berkenaan dengan emas dan perak. 
5. Jual beli murababah, yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan 
kesepakatan kedua belah pihak). 
6. Jual beli muwadha’ah, yaitu jual beli dengan kerugian tertentu. 
7. Jual beli tauliyah, yaitu jual beli sesuai dengan modal.15 
 
                                                          
15
 Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Imam Ja’far Shadi (Jakarta: Lentera, 2002), 
h.46  
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TERHADAP JUAL BELI MELALUI MEDIA 
ELEKTRONIK 
A. Pelaksanaan Jual Beli Media Elektronik pada Website  
        Dalam pelaksanaan transaksi jual beli via internet (e-commerce), sama 
halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan 
oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara internet ini pihak-
pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan 
melalui internet. Ijab qabul bias dilakukan via sms, dan mencapai kesepakatan 
antara penjual dan pembeli. 
       Dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui via internet (e-commerce) , 
pihak-pihak yang terkait antara lain: 
1. Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet 
sebagai pelaku usaha. 
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-
undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan 
berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan 
oleh penjual/pelaku usaha. 
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada 
penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara 
elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka 
berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan 
melalui perantara bank. 
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4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. 
Dalam kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pihak-pihak dalam jual beli 
secara via internet (e-commerce), masing-masing memiliki hak dan kewajiban. 
Penjual atau pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui 
internet. Oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar 
dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen.  
Pelaksanaan transaksi jual beli via internet (e-commerce) pada dasarnya 
memiliki kesamaan dengan mekanisme jual beli secara konvensional. Yang berbeda 
adalah sistem atau alat yang digunakan yang satu dilakukan secara online, yang 
satunya secara manual (offline). Hal ini sesuai dengan pendapat dari janur sibalok, 
“transaksi jual beli ini dapat pula dibedakan dalam 3(tiga) tahapan, yaitu tahap pra 
transaksi, tahap trasaksi (yang sesungguhnya), dan tahap purna transaksi. Transaksi 
dengan menggunakan e-mail dapat diakukan dengan mudah. Kedua belah pihak harus 
memiliki e-mailaddres (alamat email).
1
  
Seorang pembeli/ konsumen memiiki kewajiban untuk membayar harga 
barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah 
disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut.  Selain itu, pembeli juga wajib 
mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan.
2
 
Pembeli berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan 
dibelinya dari seorang penjual, sehingga pembeli tidak dirugikan atas produk yang 
telah dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas 
perbuatan penjual/pelaku usaha yang tidak beritikad baik. 
                                                          
1 Lihat Andi Sunarto, Seluk Beluk E-Commerce, ( Yogyakarta: Gara Ilmu, 2009), h.94 
2
 Lihat Andi Sunarto, Seluk Beluk E-Commerce, ( Yogyakarta: Gara Ilmu, 2009), h.94. 
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Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online 
dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses 
tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis 
dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan 
benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi 
dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan 
langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam 
transaksi as-salam dan transaksi al-istishna. Transaksi as-salam merupakan bentuk 
transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan 
barang ditangguhkan. Sedang transaksi al-istishna merupakan bentuk transaksi 
dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai 
kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. 
Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli via internet (e-
commerce), dalam hal ini  provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan 
akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli, secara 
via internet (e-commerce) dengan penjualan yang menawarkan produk lewat internet 
tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan 
provider dalam menjalankan usaha melalui internet.  
Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang 
dilakukan dengan memadukan jaringan (network) dari sistem informasi yang berbasis 
komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa 
telekomunikasi. 
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Pelaksanan transaksi jual beli ini melalui via internet (e-commerce) ini 
dilakukan beberapa tahap , sebagai berikut: penawaran, penerimaan, pengiriman, dan 
pembayaran. 
1. Penawaran  
Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website 
pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan buku yang berisi catalog 
produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website 
pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. 
 Salah satu keuntungan  transaksi jual beli melalui via internet(e-commerce) 
ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi 
ruang dan waktu. Menurut Arsyat Sanusi penawaran dalam sebuah website biasanya 
menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis 
tentang barang yang di isi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud 
dan menu produk lain yang berhubungan.
3
 
 Dalam pelaksanaan transaksi jual beli via internet (e-commerce) penawaran 
terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik 
penjual atau pelaku usaha yang menggunakan media internet dan tidak memasuki 
situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat 
dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya 
dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran 
melalui internet tersebut.  
                                                          
3
 Hukum dan Internet di Indonesia.blogspot.com.html.di akses tanggal 28 April 2016 
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2. Penerimaan  
Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi, apabila 
penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui e-
mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah email yang dituju sehingga 
hanya pemegang e-mail tersebut dituju. Penerimaan melalui website ditujukan untuk 
seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk 
ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh 
penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang 
ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang 
menawarkan barang tersebut. 
 Transaksi jual beli khususnya untuk tahap penerimaan melalui website, 
biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual 
atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atas konsumen itu tertarik untuk membeli 
salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan di simpan terlebih dahulu 
sampai calon pembeli atau konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya 
pembeli akan memasuki tahap pembayaran. 
3. Pembayaran  
Pada tahap pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 
langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada sistem 
keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Biasanya pembeli 
membayar langsung pada bank. Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli 
melalui via internet (e-commerce), berfungsi sebagai penyalur dan atas pembayaran 
suatu produk dari pembeli kepada penjual produk. 
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 Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli melalui via internet (e-
commerce), karena mungkn saja pembeli yang  berkeinginan membeli produk dari 
penjual melalui internet berada di lokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga 
pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran 
atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses 
pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual. 
4. Pengiriman  
 Pengiriman merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas 
barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli,dalam hal ini pembeli berhak 
atas penerimaan barang bermaksud.  Pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek 
perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman 
sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.
4
 
B. Ijab Qabul Jual Beli Media Elektronik Pada Website 
      Mengenai syarat ijab qabul yang harus menggambarkan adanya kesepakatan 
para pihak hal ini juga dapat mengalami permasalahan. Dalam media elektronik 
kesepakatan para pihak lahir dengan jalan adanya penawaran suatu barang dengan 
harga tertentu dari pihak penjual yang tertera di dalam internet, begitu pihak 
pembeli merasa tertarik ketika ditawarkan oleh penjual, kemudian memberikan 
persetujuannya dengan mengklik simbol barang yang ada di layar computer, lalu 
memesannya. Maka, ketika itu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk 
melakukan  perikatan. Perbedaannya adalah bahwa pihak penjual dan pembeli 
tidak bertemu secara fisik, tetapi hanya melalui perantara, yaitu media internet 
                                                          
4
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atau media elektronik. Persyaratan mengenai ijab qabul dalam e-commerce/ 
media elektronik adalah: 
1. Jalau al-ma’na (jelas ijab dan qabul)  
Akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah 
ijab dengan qabulnya jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang 
mengadakan perikatan. 
Uraian di atas jela bahwa transaksi perdagangan elektronik memenuhi poin 
pertama ini. Karena dalam commerce, ijab qabul dari suatu akad yang mencerminkan 
tujuan dari diadakannya akad tersebut dilakukan dengan cara tulisan dan 
pengirimannya dilakukan melalui pertukaran data elektronik yang mana format dari 
ijab qabulnya dalam bentuk tulisan tentu saja dapat dengan jelas dipahami oleh kedua 
belah pihak yang mengadakan transaksi, jika kedua belah pihak saling setuju dengan 
penawaran dan penerimaan yang ada. 
2.  Ittishal al qabul bil ijab/tawaquf  (kesesuaian antara ijab dan qabul) 
Jual beli harus dilakukan jika pembeli dan penjual berada dalam satu majelis atau 
tempat. Jika syarat barang itu terperinci dengan jelas dan sesuai dengan informasi 
yang diberikan penjual kepada pembeli, maka jual beli dapat dilakukan dalam satu 
“majelis” dan jual beli tersebut adalah sah. Dalam transaksi e-commerce, pembeli dan 
penjual tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti fisik dan biasa saja 
transaksi dilakukan dengan berbagai negara yang berbeda. Seperti uraian dalam poin 
sebelumnya, bahwa penawaran dalam e-commerce dilakukan melalui situs-situs atau 
melalui provider, yang dalam penawaran tersebut diberitahukan informasi mengenai 
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objek dari transaksi secara jelas dan terperinci.
5
 Suatu perbedaan antara informasi 
yang diberikan dalam situs dengan barang yang dijual dan telah dilakukan 
pembayaran terhadap barang tersebut, maka pembeli dapat memberitahukan pada 
pihak pemberi penawaran atau penjual dan pembeli dapat mengembalikan barang 
tersebut dan mengambil kembali uang yang telah dibayarkan. Tetapi, suatu kesalahan 
tidak dapat dikoreksi jika pihak pembeli telah menggunakan barang atau produk 
tersebut. 
E-commerce juga memenuhi poin ketiga yang harus terkandung dalam rukun 
suatu akad menurut hukum syariat Islam.     
C.  Dampak Jual Beli Media Elektronik 
Jual beli media elektronik memiliki keuntungn dan kerugian yaitu,   
1. Keuntungan jual beli media elektronik  
Dalam jual beli  media  elektronik terdapat keuntungan baik bagi penjual maupun 
pembeli, sehingga dalam hal ini banyak orang melakukan jual beli via 
internet.menurut Arsyad sanusi keuntungan jul beli via inernt atau media elektronik 
adalah sebagai berikut: 
a. Tidak terbatas waktu dan tempat  
Salah satu keuntungan berbelanja online, pembeli dapat berinteraksi kapanpun 
dan dimanapun selagi pembeli mendapatkan koneksi internet. 
 
 
                                                          
5
 Lihat Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam (Cet,1; Alauddin University Press, 
2012), h. 271-273. 
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b. Nyaman 
Didalam berbelanja online pembeli sangat nyaman  seperti berbelanja di 
rumah sendiri. Pembeli tidak perlu ke toko, tidak perlu berkeliling untuk mengecek 
barang dan tidak perlu banyak bertanya. Tinggal browsing barang-barang yang 
tersedia di toko online menggunakan bantuan katalog, kategori atau kata kunci. 
c. Pencarian Mudah  
Salah satu kelebihan jual beli melalui media elektronik pada website adalah 
pembeli pembele biasa mencari sesuatu hanya dengan mengetikkan kata kunci pada 
mesin pencari (searc Hengine) 
d. Membantu mencari harga terbaik 
Jika pembeli tertarik untuk membeli salah satu barang pilihan , maka pembeli 
dapat dengan mudah melakukan pengeckan harga barang tersebut di beberapa toko 
online. Pembeli juga dapat mencari toko yang  sedang memberikan harga sale atau 
diskon. 
e. Bisa dikirim angsung sebagai hadiah 
Jika pembeli hendak berbelanja secara online untuk diberikan kepada 
seseeorang sebagai hadiah, toko online dapat lansung mengirimkannya langsung 
kepada yang bersangkutan.
6
 
  Jual beli melalui via internet atau Website selain menghemat waktu, tenaga 
dan biaya, jual beli via internet merupakan salah satu cara baru dalam berkomunikasi 
dan juga dapat dengan mudah berinteraksi, sehingga menguntungkan pihak penjual 
dan pembeli. Keuntungan jual beli via internet ini tidak hanya didapatkan oleh 
konsumen, penjual pun mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu susah 
                                                          
6
 Arsyad  Sanusi, Internet Hukum Dan Solusinya, (Bandung: Mizan Pustaka, 2001), hal.20. 
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payah dalam menyewa toko untuk menjual dagangannya, disamping itu penjual dapat 
manfaatkan teknologi dapat menjangkaukepada calon pembelidi seluruh dunia, 
hingga biaya promosi akan lebih efisien. 
2. Kerugian melalui via internet atau website 
Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, jual beli via internet juga 
merasakan kerugiannya yaitu: 
a. Produk tidak dapat dicoba 
Dalam jual beli via internet produk yang ditawarkan bermacam-macam dan 
beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari 
pakaian, terutama pakaian atau yang  lain maka pembeli tidak biasa mencoba. 
Sesunguhnya pengecer online menyediakan ukuran. Pembeli harus memberikan 
pertimbangan terhadap ukuran yang tercantum di toko berbasis website ini tidak 
dapat berisi kain tingkat kehalusan dan sebagainya. 
b. Standar dari barang tidak sesuai  
Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli via internet atau 
website, barang yang tidak sama dengan aslinya, di situs toko online berbasis website 
ini yang ditampilkan adalah foto/ gambar barang yang ditawarkan. Kesamaan dari 
barang foto / gambar yang kita lihat di sekitar monitor tidak bisa seratus persen persis 
sama. Mungkin yang mirip dengan barang awal hanya 75 -90 persen. Sudah sekitar 
pengaruh dari pencahayaan dan memantau pembeli komputer. 
c. Pengiriman Mahal 
Jual beli via internet atau website yang terjadi melalui media elektronik yang 
berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung kita dapat mengambil. 
Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman, dan yang menentukan 
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pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, 
pos Indonesia, dan sebagainnya. 
d. Resiko penipuan  
Dalam jual beli via internet yang berbasis website ini kebanyakan melalukan 
penipuan. Berbelanja yang dapat diandalkan melalui website online ini harus lebih 
teliti dan cermat. Bahayanya cash terus dipindahkan meskipun tidak dalam produk 
yang dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya. 
Kerugian jual beli via internet ini sering terjadi apabila pelaku usaha tidak hati-
hati, dan tidak bertangung jawab dalam melakukan transaksi, dalam hal ini kedua 
belah pihak merasakan kerugiannya.
7
 
 
 
 
 
  
 
  
                                                          
7
 Arsyad Sanusi, “ pandangan hukum Islam terhadap jual beli via internet Artikel hukum dan 
Politik (2006); h. 12 
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BAB IV 
PANDANGAN IMAM MAZHAB DAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
PERJANJIAN JUAL BELI MEDIA ELEKTRONIK MELALUI WEBSITE 
A. Pandangan 4 (empat) Imam Mazhab 
       Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh 
orang yang sudah balig, berakal, kemauan sendiri, dan berhak menjalankan hartanya. 
Oleh karena itu jual beli itu tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.  
       Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilkakukan oleh 
anak kecil. Menurut pandangan Maliki dan Syafi’i: tidak sah.  Hanafi dan Hambali 
berpendapat : sah jika iya telah mumayyis (dapat membedakan mana yang baik  dan 
mana yang buruk).  
       Menurut Hanafi mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan 
dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan  Hambali juga mensyaratkan 
demikian. Menurut pendapat tiga imam mazhab, jual beli yang dpaksa hukumnya 
tidak sah, sedangkan pendapat Hanafi: sah.
1
 Dalam jual beli tidak luput dari kata 
antara penjual dan pembeli dalam masalah harga, dan keduanya mempunyai bukti 
atas pengakuan masing-masing, hendaknya mereka bersumpah. Demikian menurut 
pendapat imam Mazhab. Orang yang disumpah pertama kali adalah penjual, 
demikian menurut pendapat yang paling sahih dalam Mazhab Syafi’I sedangkan 
menurut Hanafi: hendaknya yang pertama kali disumpah adalah pembeli. 
                                                          
1
 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab,(cet:1 
Hasyimi Press, 2010),h. 214  
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 Barang yang dibeli sdah rusak, lalu terjadi perselisihan soal harganya, 
keduanya disumpah. Demikian menurut Syafi’i. kemudian jual belinya dibatalkan. 
Jika barang tersebut dijual, hendaknya diberikan bandingannya itu oleh pembeli. 
Demikian juga hambali dan Maliki. Sedangkan pendapat Hanafi: jika barang sudah 
rusak, tidak perlu disumpah, dan perkataan atau pengakuan yang dibenarkan adalah 
pengakuan pembeli. Demikian juga pendapat Maliki dan Hambali dalam riwayat 
lainnya. Zufar dan Abu Tsawr berpendapat: dalam keadaan demikian, yang 
dibenarkan adalah pengakuan pembeli.
2
 
 Syafi‟I dan Ibn  Suraij berpendapat: yang dibenarkan adalah pengakuan si 
penjual. Perselisihan yang terjadi antara ahli waris si penjual dan ahli waris si 
pembeli hukumnya disamakan dengan ini.
3
 
 Hanafi berpendapat: Jika barang yang dijual berada di tangan ahli waris si 
penjual, keduanya disumpah. Adapun jika sudah berada ditangan ahli waris si 
pembeli, diterimalah pengakuannya dengan sumpah. Perselisihan adalah masalah 
syarat penangguhan pembayaran atau jangka waktunya, atau masalah syarat khiyar 
atau jangka waktnya, keduanya sumpah. Demikian menurut Syafi‟I dan Maliki. 
Sedangkan penapat Hanafi  dan Hambali: tidak ada sumpah dalam syarat-syarat ini, 
dan pengakuan yang diterima adalah pengakuan yang meniadakan.
4
 
 Barang yang dijual telah rusak sebelum diterima oleh pembeli karena  terkena 
bencana alam jual beli menjadi batal. Demikian menurut Hanafi dan Syafi‟i. Menurut 
pendapat  Maliki dan Hambali: apabila barang yang dijual itu bukan berupa barang 
yang ditakar atau ditimbang, maka dihitung menjadi tanggung jawab pembeli. 
                                                          
2
 Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqh Empat Mazhab, h. 242  
3
 Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqh Empat Mazhab, h. 242 
4
 Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqh Empat Mazhab, h. 242 
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 Barang yang dirusak oleh orang lain, dalam hal ini Syafi‟i mempunyai 
beberapa pendapat,  dan pendapat paling sahih: penjualan tidak batal, tetapi pembeli 
diberi hak untuk memilih antara memaksa orang yang merusak barang tersebut untuk 
membayar kepadanya atau membatalkan pembelian, lalu orang yang merusak itu 
dipaksa untuk membayar harga penjual. Seperti ini juga pendapat Hanafi,Hambali, 
dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Maliki.
5
 
 Abu hanifah berpendapat: “sebelum pelaksanan transaksi, seorang penjual 
harus membuat pernyatn bahwa barang yang dijualnya tidak dalam kedan cacat. Atau 
dengan kata lain, pdoman cacat tidaknya suatu barang harrus dinyatakan oleh penjual 
seblum transaksi. Oleh sebab itu, jika pada saat transaksi penjualan, ternyata barang 
tersebut diketahui cacat, maka pihak pembeli tidak berhak membatalkan transaksi. 
Lantaran dimungkinkan adanya cacat tersebut, terjai ada saat barang sudah berada di 
tangan pihak pembeli. Dinyatakan pula olehnya, bahwa unsure yang paling berperan 
dalam membatalkan hak pembeli tersebut, adanya pengakuan pihak penjual tentang 
keutuhan barag jualannya, sebelum transaksi disepakati.
6
 
 Sementara Imam Syafi‟i berpendapat: “pengakuan tau pernyataan pihak 
penjual tentang cacat tidaknya suatu barang, sebenarnya sngat reltif, bahkan dapat 
dikatakan sangat terbatas. Lantaran tidak semua jenis barang, kecacatannya dapat 
diketahui dengan pasti. 
7
  
 
 
                                                          
5
 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, h. 242-
243  
6
 Muhyiddin abdus salam, Pola Fikir Imam Syafi’I, (Cet.1; Jakarta:Fikahati Aneska, 
1995),h.143 
7
 Muhyiddin abdus salam, Pola Fikir Imam Syafi’I ,h.144 
47 
 
 
 
B. Pandangan Ulama Kontemporer  
Perkembangan zaman yang senantiasa mengalami perubahan paradigma baru, 
Jual beli tradisional dan konvensional mengalami lonjakan perkembangan yang 
begitu maju, seiring dengan perkembangan teknologi. Jual beli melalui via internet 
atau website yang sebenarnya juga termasuk jua beli via sms, telepon dan alat 
telekomunikasi lainnya. Banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa transaksi 
dengan piranti-piranti modern adalah sah  dengan syarat ada kejelasan dalam 
transaksi tersebut. Di antara ulama kontemporer. Syeikh Muhammad Bakhit al 
Muthi‟I , Mushthofa a Zarqa, Wahba Zuhaili dan Abdullah bin Mani. Alasan beliau-
beliau yaitu,  
a. Berdasarkan pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan sahnya 
transaksi via  surat menyurat dan jika ijab (pernyataa pihak pertama) adalah sah  
setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya 
transaksi dengan cara berteriak. 
b. Yang disyaratkan „kesatuan majelis transaksi‟ adanya suatu waktu  yang pada saat itu 
dua orang yang mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah 
yang dimaksud adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat.   
Syeikh Muhammad Bakhit al Muthi‟i Hukum mengadakan transaksi dengan 
telegram seperti hukum surat menyurat. Cuma telegram itu lebih cepat. Akan tetapi 
mungkin saja terjadi kekeliruan. Keharusan untuk klarifikasi dengan sarana-sarana 
yang ada saat ini seperti telepon, via internet atau lainnya, seperti dengan telegram 
dalam kecepatan dan kejelasan komunikasi atau lebih baik lagi. Jika sama maka 
hukumya juga sama.jika lebih baik maka tentu lebih layak untuk diperbolehkan. 
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Majma‟ Fiqhi Islami di Muktamarnya yang keenam di Jeddah juga 
menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. 
Transaksi ini dinilai sebagaimana transaksi dua orang yang berada dalam satu tempat 
asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Akan tetapi tidak diperbolehkan untuk 
menggunakan sarana-sarana ini itu transaksi penukaran mata uang karena dalam sharf 
disyaratkan serah terima secara langsung. 
 Demikian pula transaksi salam karena dalam transaksi salam modal harus 
segera diserahkan begitu setelah transaksi dilaksanakan. Namun menurut Wahbah 
Zuhaili, jika terdapat serah terima mata uang dalam transaksi sharf dan modal dalam 
transaksi salam bisa diserahkan denga menggunakan sarana-sarana komunikasi 
modern tersebut maka transaksi sah dan hal ini adalah suatu hal yang memungkinkan 
untuk beberapa model transaksi yang baru. 
Syarat yang ditetapkam Majma Fiqhi adalah sebagai berikut: 
1. Adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan transaksi supaya tidak 
ada salah sangka, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau dari pihak 
ketiga. 
2. Bisa dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang sedang dipakai oleh 
orang dimaksudkan. Sehingga semua perkataan dan pernyataan memang berasal dari 
orang yang diinginkan. 
3. Pihak yang mengeluarkan ijab (pihak pertama, penjual atau semisalnya) tidak 
membatalkan transaksi sebelum sampainya qobul dari pihak kedua. Ketentuan ini 
berlaku untuk alat-alat yang menuntut adanya jeda untuk sampainya qobul. 
4. Transaksi dengan alat-alat ini tidak menyebabkan tertundanya penyerahan salah 
satu dari dua mata uang yang ditukarkan karena dalam transaksi sharf/tukar menukar 
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mata uang ada persyaratan bahwa dua mata uang yang dipertukarkan itu telah sama-
sama diserahkan sebelum majelis transaksi bubar. Demikian juga tidak menyebabkan 
tertundanya penyerahan modal dalam transaksi salam karena dalam transaksi salam 
disyaratkan bahwa modal harus segera diserahkan.Tidak sah akad nikah dengan alat-
alat tersebut (hp, internet dan lainnya) karena adanya saksi adalah syarat sah akad 
nikah.
8
 
C.  Pandangan Hukum Islam 
 Hukum Islam yang bersumber dari dan menjadi bagia dari hukum Islam. 
Sebagian sistem hukum mempnyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih 
dahulu, sebab kadang kala membingungkan kalau tidak diketahui maknanya. 
Berbicara tentang hukum, secara sederhana terlintas dalam pikiran kita tentang 
pertaturan-peraturan atau seperangkat Norma yang mengatur tingkah laku manusia 
dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang 
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang 
dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.
9
 
 Konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, 
tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam 
masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup 
dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan seperti hubungan manusia 
dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan 
                                                          
8
 Lihat Arsyad Sanusi, “Pandangan hukum Islam terhadap jual beli via internet” Artikel 
hukum dan Politik .(2006): h. 339 
9
 Lihat Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Cet:19, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 
h. 42-43 
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manusia lain, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam 
sekitarnya. 
 Norma- norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al- Qur‟an itu masih 
bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi 
Muhammad terutama mengenai muamalah, maka setelah Nabi Muhammad wafat, 
norma-norma hukum dasar yang masih bersifat umum itu perlu dirinci lebih lanjut. 
Perumusan dan penggolongan norma- norma hukum dasar yang bersifat umum itu 
kedalam kaidah-kaidah yang lebih kongkret agar dapat dilaksanakan dalam praktik, 
memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu. Muncullah ilmu pengetahuan baru 
yang khusus menguraikan syariat yang dimaksud.  
Asas dari semua akad adalah keadilan. Sebab, dengan keadilan itulah Allah 
Subhanahu wa ta’ala mengutus para Rasul dan menurunkan kiab-kitab suci-Nya. 
Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman: Al‟ Hadid/57: 25 
 
  
  
  
  
  
   
   
   
   
  
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    
    
 
 “sesungguhnya kami telah mengutuskan para Rasul dengan bukti-bukti dan 
Kami telah menurunkan pada mereka Al-Kitab serta timbangan (standar yang haq 
dan bathil), agar manusia menegakkan keadilan.”  
 Demikian pula syariat Islam telah melarang riba‟, karena unsure kezhaliman 
yang ada padanya. Dan syari‟at Islam juga telah melarang perbuatan judi, yang itu 
tidak lain karena ketidakadilan yang mengiringnya. Al-Quran telah mengharamkan 
riba‟ dan judi tipu-menipu dalam jual beli. Karena hal itu merupakan sarana untuk 
memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.
10
 
 Pandangan hukum Islam tentang bisnis online atau website menunjukkan 
bahwa berkembang pesat saat ini. Website merupakan suatu sistem yang dibangun 
dengan tujuan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam berbisnis dengan 
memanfaatkan teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk 
atau service dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan 
sehingg harga dari produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa 
tanpa mengurangi kualitas yang ada Proses pelaksanan website (e-commerce) telah 
berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi IT.   
Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. 
Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki 
adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, 
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 Lihat Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah 
(Cet:2  Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 25 
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pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. 
Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan (QS 2 : 275), dengan catatan selama 
dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. 
Dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi offline. Sekarang bagaimana 
dengan transaksi online di akhir zaman ini? Kalau kita bicara tentang bisnis online, 
banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di 
artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui 
internet atau secara online. 
 Mengenai obyek atau jenis transaksi yang sering diminati oleh penggunaan 
website (e-comerce) yaitu, barang, jasa dan informasi; sementara proses pembayaran 
yang sering digunakan oleh pengguna menggunakan rekening dengan rekening, kartu 
kredit dan digital cash. Dalam pelayanan keamanan dalam bertransaksi melalui 
internet mereka pada umumnya menyatakan aman selama ada kehati-hatian dan 
pintar menyeleksi toko online yang terpercaya, sejumlah informan mengaku prnah 
mengalami kegagalan dengan alasan karena mereka belum memahami sistem 
transaksi via website (e-commerce). 
 Dalam kaitan dengan perspektif hukum Islam dengan dikaitkan dengan syarat 
an rukun jual-beli yang ditetapkan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada teori 
yang dikemukakan par pakar hukum Islam di antaranya syatibi dalam teori maqasid 
al-Syariah, ibn Qayim al-jauziy dalam teori perubahannya, al-gazali dalam teori 
maslah mursalah dan lowrance dengan teori perubahannya, karena e-commerce tidak 
ada pada masa nabi, sahabat, dan tabi-tabiin, adanya pada saat sekarang ini berijtihad 
untuk menetapkan/ mengistimbatkan rumusan hukum website yang halal atau 
diperbolehkan menurut hukum Islam, karena tidak ada dalil yang menunjukkan 
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keharamannya, bahkan e-commerce bisa dipandang sunnah apabila memenuhi syarat 
dan rukun jual-beli. Dan haram apabila bertentangan dengan nilai normative (Al-
Quran dan Sunnah, nilai moral dan nilai sosial.
11
 
 Hukum Islam  adalah salah satu prestasi terbesar peradaban Islam, dan banyak 
yang percaya bahwa umat Islam dapat  mempertahankannya dan masih berupaya 
untuk menemukan bentuk hukumnya sendiri di dunia modern. Mereka dapat 
mengambil hal-hal yang bermanfaat, tanpa harus mengorbankan identitas budayanya. 
 Tuntutan untuk menegakkan kembali lagi Hukum Islam yang paling terkenal 
adalah gerakan politik kelompok aktivis Islam. Kritik islam terhadap perdagangan 
dan keuangan memang tegas dan luas. Orang yang saleh pasti terpengaruh oleh kritik 
tersebut, dan seseorang tidak mungkn melebih-lebihkan daya dorong keahlian yang 
menggerakkan keinginan untuk sepenuhnya mematuhi dan menyetujui kritik tersebut. 
 Mengingat asas-asas perdagangan Islam bersumber dari prinsip-prinsip dasar 
hukum Islam. Perdagangan dan keuangan Islam merupakan fenomena yang jauh lebih 
besar tentang penegasan kembali Islam. Perdagangan dan keuangan Islam dapat 
diharapkan untuk terus bertahan, seiring dengan upaya terus-menerus umat Islam 
dalam mewujudkan signifikansi keyakinannya, bagi kehidupan modern. Digerakkan 
oleh kekuatan ini, maka perdagangan dan keuangan Islam merupakan bidang-bidang 
di mana hukum Islam kontemporer yang mengalami perkembangan sangat cepat dan 
subur. Banyak kemajuan yang telah dicapai dan tampaknya terus meningkat.  
 Perdagangan dan keungan islam berupaya menerapkan hukum Islam 
(syari’ah) pada sektor perdagangan modern. Hukum ini lebih dari sekedar 
                                                          
11
 Lihat Mishabuddin, E-Commerce dan Hukum Islam,(Makassar: alauddin University Press, 
2012), h. 1-2  
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pengorganisasian usaha, ekonomi, poliik, teologi, atau sejarah membentuk perbankan 
dan keuangan Islam serta membedakannya dari perbankan dan keuangan 
konvensional. 
Sejak jaman  Nabi Muhammad, umat Islam telah  memahami bahwa jalan yang 
harus ditempuhnya untuk mendapatkan ridha Allah dan keselamatan adalah melalui 
ketaatan kepada perintah Allah seperti yang selalu disampaikan dalam ayat-ayat al- 
Quran (Kitab wahyu) dan sunnah Nabi, atau teladan rasul. Para ulama melakukan 
ijtihad terhadap kedua kitab tersebut untuk menetapkan aturan-aturan khusus perilaku 
yang mengatur semua bidang kehidupan manusia dari rohani (misalnya ibadah, 
moralitas pribadi, kehidupan keluarga) sampai jasmani (misalnya jual beli, hubungan 
masyarakat, kehidupan politik, dan hubungan Internasional.)
12
  
                                                          
12
 Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Hukum Keuangan Islam, (Bandung: Nusamedia, 2007), 
h. 34-38  
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN     
 Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Keabsahan perjanjian jual beli media elektronik harus memiliki keabsahan yang sama 
dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan menuhi syarat dan 
ketentuan dalam jual belu online. Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-
sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam 
berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemilihan barang yang diinginkan 
serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya kesepakatan. Keabsahan sendiri 
terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian di mana pembayaran tersebut 
dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayar secara bertahap dari harga yang 
disepakati. Perjanjian jual beli media elektronik pada website ini juga harus 
memenuhi syarat-syarat dan rukunnya yang sah yang dapat dibuktikan.  
2. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pada website atau via internet (e-commerce), 
sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan 
oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli secara internet ini pihak-
pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui 
internet. Ijab qabul biasa dilakukan via sms, dan mencapai kesepakatan antara penjual 
dan pembeli. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang 
dilakukan dengan memadukan jaringan (network) dari sistem informasi yang berbasis 
komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa 
telekomunikasi. 
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3. Dalam tinjauan hukum Islam dan Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu 
dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, kemauan sendiri, 
dan berhak menjalankan hartanya. Pandangan hukum Islam tentag bisnis online atau 
website menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini. Dan Hukum Islam salah satu 
prestasi terbesar dalam peradaban Islam, dan banyak yang percaya bahwa umat Islam 
dapat mempertahankannya dan masih berupaya untuk menemukan bentuk hukumnya 
sendiri di dunia modern. Mereka dapat mengambil hal-hal yang bermanfaat, tanpa 
harus mengorbankan identitas budayanya. 
2. Implikasi 
Harapan peneliti agar skripsi ini menjadi bahan kecil dari upaya untuk 
mengetahui perjanjian jual beli melalui media elektronik pada website dalam hukum 
Islam. 
Untuk mencegah adanya kerugian dalam jual beli via internet atau website, 
maka kedua pihak harus berhati-hati dalam bertransaksi sehingga kedua pihak saling 
menguntungkan baik pihak penjual maupun pembeli. Sehingga tidak adanya riba’ 
judi tipu menipu dalam jual beli online ini, karena hal itu merupakan sarana untuk 
memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Bisnis online atau website 
menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini sistem yang dibangun dengan tujuan 
untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan 
teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk atau service dan 
informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. 
Seluruh kalangan atau konsumen dan produsen ,sebaiknya saling membantu 
agar tidak ada lagi kecurangan dalam bertransaksi dan perlu adanya kepercayaan 
antara kedua belah pihak. 
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